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PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.W
2 M ol e -
a2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam sidang
Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:
1. PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxx, tanggal lahir 13 Juli 1995/umur 29
tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Montir Motor), pendidikan
SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxx XxxxxxX, Kelurahan xxxxxxx,
Distrik XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi xxxxx Pegunungan,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan emalil
XXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;
Dan
2. PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxX, tanggal lahir 17 Juli 2003/umur 21
tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat
kediaman di xxxxx xxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Distrik XXxxxx,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, Provinsi xxxxx Pegunungan, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan email xxxxxxxxx, sebagai
Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para

Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24
September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor:
9/Pdt.P/2024/PA.W, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan pada hari
Senin, tanggal 21 Maret 2022 di Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten
Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan yang menikahkan bernama XXXXXXXXXX
dengan wali nikah yaitu Xxxxxxxxxx ayah kandung dari Pemohon Il dan
disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxxxx dan
Xxxxxxxxxx dengan maharberupa Emas 1 (satu) gram dibayar tunai ijab
diucapkan oleh Xxxxxxxxxx dan gobul diucapkan oleh PEMOHON I;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon I, tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il sampai saat ini
belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Kantor Urusan
Agama Kecamatan jauh dari tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang
bernama ANAK tempat tanggal lahir xxxxxx, 01 Agustus 2023;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l sampai sekarang ini
tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan
oleh pihak ke tiga maupun orang-orang yang berada di lingkungan tempat
tinggal Pemohon | dan Pemohon Il tinggal;

6. Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan Akta Nikah
tersebut agar pernikahan Para pemohon dapat diakui oleh negara,
mempermudah apabila hendak mengurus pasport untuk keperluan ibadah
dan traveling dan untuk keperluan pendaftaran sekolah anak nantinya dan
lain hal sebagainya yang membutuhkan akta nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada
Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon Il yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 di
Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten Watampone, Provinsi Sulawesi

Selatan;
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8. Pemohon | dan Pemohon Il bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cg. Hakim memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon |(PEMOHON 1)dengan
Pemohon Il (PEMOHON 2)yang dilangsungkan pada hari Senin,
tanggal 21 Maret 2022 di Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten
Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan pertauran dan
perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon unuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | NIK. XXXXXXXXX
tanggal 9 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il NIK. XXXXXXXXX
tanggal 9 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXx
XXXXXXXXXX, bukti P.2;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

diberi tanda P.1 dan P.2;

B. Saksi:
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1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di J| Bhayangkara, Kelurahan
XXxXxxx, Distrik Wamena Kota, XXXXXXXXX XXXXXXXXxX, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il dan memiliki
hubungan sebagai teman para Pemohon;

— Bahwa mengetahui Pemohon | dengan Pemohon Il menikah tanggal
21 Maret 2022 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten
Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan;

— Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

— Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon
Il dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

— Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXxXXXXXXxX
sebagai ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi antara
lain bernama Xxxxxxxxxx dan XXXXXXX. dengan mas kawinnya
berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai serta ada ijab dan gobul
dalam pernikahan Pemaohon | dan Pemohon lI;

— Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus bujang,
dan Pemohon Il berstatus gadis;

— Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan Pemohon Il
tidak ada hubungan darah, persemendaan dan tidak ada hubungan
sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak
sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

— Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan perkawinan dalam
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada
pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

— Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang
anak, bernama ANAK;

— Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai

dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
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— Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il
tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan
permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan
untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
wiraswasta (sopir), bertempat tinggal di JI Yos Sudarso, Kelurahan

XXxxxx Kota, Kecamatan XxXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il dan

memiliki hubungan saksi adalah paman Pemohon lI;

— Bahwa mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il menikah tanggal 21
Maret 2022 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten
Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan
keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

— Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon | dan Pemohon I
mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti
suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta
keperluan lainnya;

— Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II;

— Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXxXxXxxxxx
sebagai ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi antara
lain bernama Xxxxxxxxxx dan XXXXXXX. dengan mas kawinnya
berupa berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai serta ada ijab dan
gobul;

— Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus bujang,
dan Pemohon Il berstatus gadis;

— Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

— Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan perkawinan dalam
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak

ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
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— Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

— Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan Pemohon I
tidak ada hubungan darah, tidak ada persemendaan dan tidak ada
hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya
tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

— Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dilakukan sesuai dengan tatacara
Syariat Islam, dalam pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang menjadi
wali nikahnya adalah bernama Xxxxxxxxxx sebagai ayah kandung Pemohon II,
dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxxxxxxx dan XXXXXXX.
dengan Mas kawinnya berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai serta ada ijab
dan gobul, pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus bujang, dan
Pemohon Il berstatus gadis, antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
hubungan darah, tidak ada persemendaan dan tidak ada hubungan sesusuan,
dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan
dengan pihak lain, tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para
Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para
Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan
Agama xxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim
berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi)

bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan vyang telah
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dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah
diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman
Pengadilan Agama xxxxxx, sesuai dengan Pedoman Pelaksnaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Buku Il 2014, yang diberlakukan berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/V1/2006 tanggal 4
April 2013;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak
ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut
permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan
Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi
dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut apakah
sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak
melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib
pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi yaitu :
SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon,
yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi, dimana atas bukti
tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula
telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan
Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti
tertulis di atas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285
R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon
berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama XXxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon
adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 72 Ayat (1) R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan
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sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan

Pemohon | dengan Pemohon Il, keterangan kedua orang saksi tersebut saling

bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut

pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti

yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan analis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah
hukum Pengadilan Agama Wamena;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan
nikah;

3. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 21
Maret 2022 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone,
Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dilakukan sesuai
dengan tatacara Syariat Islam;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dengan yang
menjadi wali nikahnya adalah bernama Xxxxxxxxxx sebagai ayah kandung
Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxxxxxxx dan
XXXXXXX. dengan Mas kawinnya berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai
serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus bujang, dan
Pemohon Il berstatus gadis, antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
ada hubungan darah, tidak ada persemendaan dan tidak ada hubungan
sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang
terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon | dengan Pemohon
Il dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan
mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahanannya Pemohon | dengan Pemohon I
belum pernah bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama

Islam;
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9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon
untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para
Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon | dan
Pemohon Il pada tanggal 21 Maret 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan
rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar
larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih, yang termuat dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254
yang berbunyi:

Je sy Agsad e dhg g diaua 8 06 al e Bl g e all Ay

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan,

harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti
adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il agar pernikahan antara
Pemohon | dan Pemohon Il dinyatakan sah menurut hukum Islam dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
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Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam, (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsagan
ghalidzan), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum
negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam,
juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagimana ketentuan Pasal 2
ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan
(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon belum pernah
mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan di ajukan, maka
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada
pokoknya setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan
peristiva penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil (vide Pasal 3), maka Hakim berpendapat, bahwa demi
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi
dan status hukum para Pemohon, maka penetapan ini dapat dijadikan alas
hukum untuk mengurus status perkawinan para Pemohon kepada instansi
terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum
dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya
oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke

Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan
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perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim

memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke

Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasik bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
denganUndang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perara dibebakan kepada
para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan Pemohon I
(PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 di
Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten Watampone, Provinsi Sulawesi
Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena,
Kabupaten Jayawijaya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon I

sejumlah Rp220000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijyriyah, oleh kami
Taufigurrahman, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.l sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;
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Hakim

ttd

Taufigurrahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses © Rp. 150.000,00
3. Panggilan : Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai . Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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